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 Integritas pasar karbon bergantung pada kebenaran hasil pengurangan emisi 
yang menjadi dasar penerbitan unit karbon. Pemerintah mempunyai 
kewajiban mengatur dan mengawasi proses tersebut, tetapi kewajiban itu 
tidak berarti negara menjamin keberhasilan setiap proyek. Penelitian ini 
membahas pengaturan kewajiban negara dalam Peraturan Presiden Nomor 
110 Tahun 2025 beserta peraturan pelaksana tahun 2026. Penelitian 
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
menemukan bahwa pemerintah telah mengatur verifikasi, pencatatan, 
pencegahan penghitungan ganda, perubahan status unit, dan sanksi 
administratif. Persoalan yang masih perlu diperjelas ialah ukuran 
pemeriksaan ketika informasi baru meragukan dasar penerbitan unit serta 
alasan hukum dalam menentukan tindakan lanjutan. Prinsip climate due 
diligence digunakan untuk menilai apakah pemerintah telah mengambil 
langkah pengawasan yang patut sesuai risiko dan kewenangannya. 
Pembaruan hukum diarahkan pada penjelasan alasan pemeriksaan, tata cara 
penanganan temuan, dan perlindungan hak pihak yang terdampak oleh 
keputusan administratif. 
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PENDAHULUAN 
Perdagangan karbon memberi kesempatan bagi kegiatan pengurangan emisi untuk memperoleh 

pembiayaan. Namun, banyaknya unit yang terjual tidak selalu sebanding dengan pengurangan emisi 
yang benar-benar terjadi. Satu unit karbon lahir dari hasil penghitungan yang kemudian diperiksa 
sebelum diterbitkan. Jika dasar penghitungan keliru, unit tersebut tetap bisa diperdagangkan secara 
administratif meskipun manfaat lingkungannya belum dapat dipastikan. Integritas lingkungan karena 
itu menjadi syarat yang tidak dapat dipisahkan dari kerja sama perdagangan karbon menurut 
Persetujuan Paris (Schneider dan La Hoz Theuer, 2019). Persoalan serupa telah muncul dalam 
pengalaman mekanisme karbon internasional sebelum Persetujuan Paris diberlakukan (Michaelowa 
dkk., 2019). Pemerintah bukan hanya mengawasi transaksi. Kewajibannya juga menyangkut cara 
memastikan bahwa pengakuan terhadap unit mempunyai dasar yang dapat diperiksa, termasuk ketika 
informasi baru mempertanyakan hasil verifikasi awal. 

Penerbitan kredit karbon melebihi hasil mitigasi yang seharusnya diakui pernah ditemukan dalam 
program kehutanan California (Badgley dkk., 2022). Pada proyek perlindungan hutan, masalahnya 
dapat berasal dari penentuan keadaan pembanding yang digunakan untuk menghitung pengurangan 
emisi (West dkk., 2023). Persoalan lain muncul ketika perkiraan penggunaan energi pada proyek tungku 
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masak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Gill-Wiehl dkk., 2024). Hasil penelitian tersebut 
berasal dari kegiatan dan aturan yang berbeda dengan Indonesia. Karena itu, temuan tersebut tidak 
membuktikan adanya kesalahan pada unit karbon Indonesia. Namun, penelitian tersebut memberi 
alasan untuk tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen saat unit diterbitkan. Ketika data berikutnya 
menunjukkan kemungkinan kekeliruan, harus jelas siapa yang berwenang memeriksa kembali dan apa 
dasar tindakannya. 

Kualitas kredit karbon tidak selalu menghasilkan penilaian yang sama. Sebagian proyek hutan 
tropis masih memberikan manfaat mitigasi, meskipun jumlah kredit yang diterbitkan berisiko lebih 
besar daripada pengurangan emisi yang terjadi (Tang dkk., 2025). Di sisi lain, pemberian insentif 
kepada kegiatan yang sebenarnya akan tetap berjalan dapat mengurangi manfaat tambahan kebijakan 
karbon (Calel dkk., 2025). Pembelian kredit yang mutunya dipersoalkan oleh perusahaan besar juga 
memperlihatkan bahwa permintaan pasar tidak dengan sendirinya menjamin kualitas unit (Trencher 
dkk., 2024). Perbedaan keadaan tersebut tidak menjadi alasan untuk menganggap seluruh kredit 
bermasalah. Risiko tetap perlu dikenali dan ditangani, sebab kepastian sempurna atas setiap 
penghitungan sulit dicapai (Cabiyo dan Field, 2025). Dalam hukum, persoalannya adalah ukuran yang 
digunakan pemerintah ketika harus menanggapi informasi baru mengenai mutu unit. 

Perpres Nomor 110 Tahun 2025 menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dan memperbarui 
pengaturan nilai ekonomi karbon di Indonesia. Ketentuan mengenai perdagangan, verifikasi, registrasi, 
serta pemantauan kemudian dilengkapi oleh sejumlah aturan pada 2026. Permen LH/BPLH Nomor 10 
Tahun 2026 mengatur Sistem Registri Unit Karbon, Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 mengatur offset 
sektor kehutanan, sedangkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 berkaitan dengan perdagangan melalui bursa 
karbon. Perubahan tersebut berkaitan dengan arah kebijakan nasional yang mulai memberi pengaturan 
lebih khusus terhadap setiap tahapan perdagangan (Abidin dan Jaya, 2026). Pengalaman pasar karbon 
di negara lain juga memperlihatkan bahwa bentuk dan pembagian kewenangan lembaga memengaruhi 
tata kelolanya (Stek dkk., 2025). Dengan dasar hukum yang sudah berkembang, persoalan penelitian 
bukan lagi ketiadaan pengawasan, melainkan bagaimana pemerintah mengambil keputusan ketika 
muncul masalah atas unit yang telah tercatat atau diperdagangkan. 

Persetujuan Paris telah disahkan Indonesia melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Pasal 6 mengatur 
kerja sama mitigasi internasional dengan memperhatikan integritas lingkungan dan ketepatan 
penghitungan hasil mitigasi. Namun, penggunaan unit untuk kepentingan sukarela tidak selalu 
menimbulkan kewajiban akuntansi yang sama dengan pemindahan hasil mitigasi untuk pencapaian 
target negara. Hubungan antara klaim pengguna kredit sukarela dan pencatatan target pengurangan 
emisi nasional dapat memengaruhi kepercayaan terhadap perdagangan karbon (Kreibich dan 
Hermwille, 2021). Di Indonesia, kebijakan harga karbon juga berhadapan dengan tantangan 
penyelarasan peraturan dan pelaksanaannya (Sunanda dkk., 2025). Perbedaan tujuan penggunaan unit 
tidak boleh diabaikan ketika pemerintah menentukan perlunya otorisasi atau penyesuaian penghitungan. 
Jika semua transaksi diperlakukan sama, penilaian hukum justru dapat melampaui persyaratan yang 
memang berlaku. 

Pendapat nasihat Mahkamah Internasional tanggal 23 Juli 2025 memberikan penjelasan mengenai 
kewajiban negara menghadapi perubahan iklim. Kewajiban yang bersumber dari perjanjian 
internasional dan hukum kebiasaan internasional perlu dibaca menurut dasar hukumnya masing-masing 
(Foster, 2025). Prinsip due diligence menekankan kesungguhan negara mengambil langkah yang patut 
sesuai keadaan, bukan sekadar menyatakan komitmen (Guillod dan Perrez, 2026). Walaupun demikian, 
penarikan kewajiban dari hukum kebiasaan internasional tetap mempunyai batas yang harus 
diperhatikan (Mayer, 2026). Pendapat nasihat tersebut tidak mengatur prosedur registri karbon 
Indonesia ataupun memberikan kewenangan administratif baru kepada pejabat. Kegunaannya bagi 
penelitian terletak pada penilaian apakah pemerintah telah menjalankan kewenangan yang diberikan 
hukum secara patut, terutama ketika terdapat risiko lingkungan yang telah diketahui. 

Pengaturan perdagangan karbon di Indonesia telah dibahas dari sudut hukum lingkungan dan 
pelaksanaan kebijakan (Rahmawati dkk., 2024). Persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan 
pembentukan aturan, tetapi juga penerapannya terhadap kegiatan perdagangan (Prananda dkk., 2025). 



Muh. Sidiq Indrawan & Nur Fadhilah Mappaselleng  (2026).   
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 2 2026 
E-ISSN : 3164-5763 
 

 
 

346 

Bahkan, jangkauan pengawasan transaksi di dalam dan di luar bursa telah menjadi objek kajian 
tersendiri (Raodah dan Amalia, 2026). Mengulangi usulan agar pengawasan diperkuat tanpa 
menyebutkan kelemahan hukumnya tidak akan memberi banyak tambahan. Apalagi, aturan tahun 2026 
sudah mengatur perubahan status unit serta sanksi dalam sistem registri. Pertanyaan yang belum cukup 
terjawab adalah bagaimana pejabat menilai bukti baru, menentukan tindakan terhadap status unit, dan 
memberikan alasan atas keputusan yang memengaruhi pihak terkait. Pembahasan karena itu harus 
membaca Perpres bersama peraturan pelaksana yang telah berlaku. 

Integritas pasar karbon juga berkaitan dengan akibat lingkungan yang tidak selalu tercermin dalam 
angka pengurangan emisi (Tolonen, 2026). Namun, akibat tersebut tidak otomatis melahirkan 
kewajiban hukum yang sama untuk setiap kegiatan. Artikel ini memusatkan pembahasan pada integritas 
penerbitan dan penggunaan unit karbon, terutama kewajiban pemerintah ketika melakukan pemeriksaan 
dan pengawasan. Persoalan yang diajukan menyangkut pengaturan kewajiban negara menurut hukum 
Indonesia serta penerapan climate due diligence untuk menilai keputusan yang diambil pemerintah. 
Pembaruan yang dimaksud bukan membentuk lembaga baru atau menganggap aturan yang tersedia 
tidak berguna. Yang hendak dinilai adalah apakah prosedur yang ada sudah cukup jelas untuk memandu 
pejabat dalam memeriksa informasi baru, memberikan alasan keputusan, dan melindungi hak pihak 
yang terkena tindakan administratif. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca hubungan 
antara UU Nomor 32 Tahun 2009 beserta perubahannya, UU Nomor 16 Tahun 2016, Perpres Nomor 
110 Tahun 2025, serta peraturan pelaksana yang berlaku pada 2026. Peraturan tersebut mencakup 
pengelolaan sistem registri unit karbon, perdagangan karbon melalui bursa, dan offset emisi pada sektor 
kehutanan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan integritas pasar karbon dan standar 
climate due diligence. Penelitian diarahkan pada kewajiban hukum pemerintah dan batas 
kewenangannya, bukan untuk mengukur hasil suatu proyek karbon di lapangan. 

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia dan Persetujuan Paris 
yang telah disahkan dengan undang-undang. Pendapat nasihat Mahkamah Internasional tahun 2025 
digunakan sebagai bahan penafsiran hukum internasional dengan memperhatikan sifatnya yang berbeda 
dari ketentuan perjanjian yang mengikat Indonesia. Bahan hukum sekunder berasal dari buku, artikel 
jurnal, dan kajian ilmiah yang berhubungan dengan pasar karbon serta kewajiban negara. Seluruh bahan 
dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, terutama dengan menelusuri sumber 
peraturan resmi, dokumen badan internasional, serta publikasi ilmiah. Pemilihan bahan dilakukan 
menurut kesesuaiannya dengan persoalan penelitian. 

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis. Peraturan Presiden 
dibandingkan dengan aturan pelaksananya untuk mengetahui kewajiban yang sudah diatur dan 
persoalan yang masih memerlukan penjelasan. Hasil penelitian ilmiah mengenai kualitas kredit karbon 
dipakai sebagai gambaran risiko yang mungkin dihadapi pengawas. Hasil tersebut tidak dipakai untuk 
menyatakan bahwa instansi Indonesia telah melakukan pelanggaran. Analisis kemudian diarahkan pada 
hubungan antara tindakan yang dapat dilakukan pejabat, dasar kewenangannya, dan perlindungan 
hukum bagi pihak yang terkena keputusan. Dari hubungan tersebut disusun usulan penyempurnaan 
yang tetap berada dalam batas hukum nasional. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Kewajiban Negara dalam Menjamin Integritas Pasar Karbon 

Kedudukan perdagangan karbon dalam hukum lingkungan Indonesia 
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945. Pasal 33 ayat (4) juga meletakkan asas keberlanjutan dan wawasan lingkungan dalam 
penyelenggaraan perekonomian nasional. UU Nomor 32 Tahun 2009 beserta perubahannya mengatur 
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kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah tidak cukup 
hanya memfasilitasi perdagangan unit karbon. Pengakuan terhadap unit yang dijual harus mempunyai 
dasar penghitungan dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban tersebut tetap 
harus dilaksanakan menurut pembagian kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan. 

Perpres Nomor 110 Tahun 2025 menghubungkan instrumen nilai ekonomi karbon dengan 
pencapaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC. Unit yang diakui melalui mekanisme 
pasar karena itu perlu mempunyai hubungan yang dapat dibuktikan dengan hasil mitigasi. Pengalaman 
mekanisme karbon internasional sebelumnya memperlihatkan bahwa penerbitan kredit dapat 
menimbulkan persoalan ketika jumlah unit tidak sejalan dengan hasil pengurangan emisi (Michaelowa 
dkk., 2019). Indonesia telah menetapkan tahapan untuk mengakui unit, tetapi kewajiban pemerintah 
tetap harus dibaca menurut peran masing-masing pihak. Pemerintah tidak dapat dianggap menjamin 
keberhasilan seluruh proyek. Sebaliknya, penanggung jawab kegiatan tidak dapat melepaskan 
kewajiban menyediakan data yang benar hanya karena proyeknya telah melalui pemeriksaan 
independen. Persoalan hukumnya terdapat pada cara masing-masing kewajiban itu dijalankan dan 
dipertanggungjawabkan. 

Perdagangan kuota emisi mempunyai dasar pemeriksaan yang berbeda dari kegiatan offset. Pada 
perdagangan kuota, pengawasan berkaitan dengan batas emisi serta pemanfaatan kuota menurut aturan. 
Pada offset, penghitungan pengurangan atau penyerapan emisi dari suatu kegiatan menjadi dasar 
penerbitan unit. Pengakuan terhadap manfaat tambahan proyek juga perlu diperhatikan karena kegiatan 
yang tetap akan berlangsung tanpa insentif karbon tidak selalu menghasilkan tambahan pengurangan 
emisi seperti yang diklaim (Calel dkk., 2025). Perbedaan itu berpengaruh pada dokumen dan hasil 
verifikasi yang harus dinilai. Jika semua unit diperiksa dengan ukuran yang sama tanpa melihat cara 
penerbitannya, pejabat dapat mengabaikan syarat yang justru menentukan apakah suatu unit boleh 
digunakan. 

Unit karbon yang telah diterbitkan dan dicatat mempunyai status administratif yang perlu 
dihormati. Namun, penerbitan tidak menghapus kemungkinan ditemukan kekeliruan pada dasar 
penghitungan. Risiko kredit berlebih bisa saja baru terlihat setelah suatu kegiatan berjalan atau setelah 
tersedia data yang lebih lengkap (Cabiyo dan Field, 2025). Keadaan menjadi lebih rumit ketika unit 
sudah berpindah tangan atau dipakai untuk memenuhi kewajiban tertentu. Permen LH/BPLH Nomor 
10 Tahun 2026 telah membedakan unit yang tersedia, digunakan, dihentikan sementara, dan dibatalkan. 
Karena itu, tindakan mengubah status unit harus mempunyai alasan serta mengikuti prosedur yang 
berlaku. Kepentingan pemegang unit yang telah melakukan transaksi secara sah juga perlu diperhatikan 
sesuai kedudukannya menurut hukum. 

Validasi dan verifikasi menurut kewenangan yang ditentukan 
Pasal 65 Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur tahapan penerbitan unit karbon dari kegiatan 

offset. Penanggung jawab kegiatan harus menyiapkan dokumen perencanaan, menjalani validasi, 
melakukan mitigasi, dan membuktikan hasilnya melalui verifikasi. Menteri terkait memastikan 
persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi. Kewajiban menyediakan dokumen dan data berada pada 
penanggung jawab kegiatan, sedangkan verifikasi dilakukan oleh pihak yang memenuhi persyaratan. 
Pemerintah tetap mempunyai tugas memastikan tahapan pengakuan dilaksanakan menurut aturan. 
Ketepatan membedakan ketiga peran tersebut menentukan pihak yang harus dimintai tanggung jawab 
apabila timbul persoalan dalam penerbitan unit karbon. 

Terpenuhinya tahapan pemeriksaan belum tentu berarti seluruh hasil penghitungan emisi sudah 
benar. Keadaan pembanding yang digunakan pada proyek perlindungan hutan, misalnya, dapat 
memengaruhi jumlah pengurangan emisi yang diakui (West dkk., 2023). Pada kegiatan tungku masak, 
masalah dapat muncul dari perkiraan penggunaan energi yang tidak sesuai dengan pemakaian 
sebenarnya (Gill-Wiehl dkk., 2024). Kedua persoalan itu tidak dapat dijadikan bukti adanya kesalahan 
dalam penerbitan unit karbon di Indonesia. Meski begitu, perbedaan jenis kegiatan memberikan alasan 
bagi pengawas untuk memperhatikan risiko pada masing-masing metode verifikasi. Permenhut Nomor 
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6 Tahun 2026 sudah menyediakan aturan khusus untuk offset sektor kehutanan. Pemerintah perlu 
memeriksa kepatuhan terhadap aturan tersebut tanpa harus mengambil alih seluruh pekerjaan teknis 
verifikator. 

Pasal 83 Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur validasi dan verifikasi pada tingkat nasional, 
sedangkan Pasal 84 menempatkan lembaga independen dalam pengendalian mutu kegiatan 
perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja. Persyaratan kelembagaan dan kompetensinya 
kemudian diatur dalam Pasal 85. Perbedaan tersebut tidak boleh diabaikan. Pemeriksaan data tingkat 
nasional tidak selalu mempunyai tujuan dan akibat hukum yang sama dengan verifikasi untuk 
penerbitan unit. Walaupun pelaku kegiatan menggunakan lembaga independen, pemerintah tetap 
bertanggung jawab atas keputusan yang menjadi kewenangannya sendiri. Namun, tanggung jawab itu 
tidak berarti pemerintah harus mengulangi setiap penghitungan teknis. Yang perlu dinilai adalah apakah 
pemerintah telah memastikan persyaratan hukum mengenai pemeriksaan tersebut dipenuhi sebelum 
memberikan pengakuan administratif. 

Pemeriksaan oleh pihak ketiga tidak selalu cukup untuk menjamin kualitas suatu kredit karbon. 
Audit dapat dilaksanakan sesuai prosedur, tetapi tetap menyisakan pertanyaan mengenai data yang 
dipakai dan tindak lanjut apabila kekeliruan ditemukan kemudian (Giles dan Coglianese, 2025). Pasal 
86 Perpres Nomor 110 Tahun 2025 membuka pengaturan lebih lanjut atas tata cara validasi dan 
verifikasi. Sektor kehutanan kini telah mempunyai ketentuan tersendiri melalui Permenhut Nomor 6 
Tahun 2026, sehingga penilaian kekurangan prosedur harus memperhatikan aturan tersebut. Ketika 
muncul perbedaan data yang memengaruhi hasil pemeriksaan, keputusan untuk meminta penjelasan 
tambahan perlu didukung alasan yang jelas. Tanpa ukuran yang dapat diperiksa, pemerintah berisiko 
mengabaikan laporan yang relevan atau melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai kewenangannya. 

Kedudukan dua sistem registri dan transaksi lintas negara 
Perpres Nomor 110 Tahun 2025 membedakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan 

Iklim atau SRN PPI dan Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK. SRN PPI memuat informasi 
mengenai kegiatan dan sumber daya untuk mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. SRUK mencatat 
informasi mengenai unit karbon yang diterbitkan dan digunakan dalam penyelenggaraan nilai ekonomi 
karbon. Perbedaan tersebut diperjelas melalui Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026. Peraturan ini 
mengatur pencatatan transaksi dan status unit, termasuk keterhubungan sistem registri dengan bursa 
karbon. Karena fungsi kedua sistem tidak sama, pemeriksaan atas data kegiatan perlu dibedakan dari 
pemeriksaan terhadap kepemilikan atau penggunaan unit. Pembedaan ini juga membantu menentukan 
instansi dan dokumen yang relevan ketika terjadi keberatan atas data yang tercatat. 

Keberadaan lebih dari satu sistem registri tidak berarti secara otomatis terjadi penghitungan ganda. 
Persoalan tersebut muncul apabila satu pengurangan emisi diterbitkan atau digunakan lebih dari sekali 
dengan cara yang tidak dibenarkan hukum. Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Permen LH/BPLH Nomor 
10 Tahun 2026 telah mengatur pencegahan penerbitan, klaim, dan penggunaan ganda, sedangkan Pasal 
39 mengatur keterhubungan SRUK dengan SRN PPI serta bursa karbon. Ketepatan pencatatan menjadi 
bagian dari integritas lingkungan karena kesalahan menghitung atau mengakui satu hasil mitigasi lebih 
dari sekali dapat mengubah manfaat yang diklaim (Schneider dan La Hoz Theuer, 2019). Dengan 
adanya aturan tersebut, persoalan yang perlu dibahas bukan pembentukan larangan baru, melainkan 
cara pejabat menindaklanjuti catatan yang bertentangan menurut prosedur yang sah. 

Pasal 68 Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur perdagangan karbon internasional dengan 
persyaratan yang berbeda menurut bentuk transaksinya. Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 
kemudian memperjelas penggunaan unit sesuai tujuan, termasuk keadaan yang memerlukan otorisasi 
dan penyesuaian penghitungan. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 6 Persetujuan Paris. Klaim 
atas kredit sukarela harus dibedakan dari penggunaan hasil mitigasi untuk pencapaian target negara 
karena akibatnya terhadap pencatatan emisi tidak sama (Kreibich dan Hermwille, 2021). Oleh sebab 
itu, kewajiban penyesuaian penghitungan tidak boleh langsung dikenakan kepada semua unit yang 
dipindahkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat perlu memastikan bentuk transaksi dan dasar 
penggunaan unit yang dimohonkan. 
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Pencatatan unit untuk perdagangan internasional telah mendapat pengaturan lebih lanjut melalui 
Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026. Peraturan ini membedakan kategori pemanfaatan unit, tata 
cara otorisasi, dan pencatatannya dalam SRUK. Hubungan antara hukum nasional dan mekanisme 
perdagangan karbon internasional memang memerlukan penyelarasan agar satu unit tidak digunakan 
dengan dasar yang saling bertentangan (Yoel dkk., 2025). Karena sebagian ketentuannya kini telah 
tersedia, usulan penelitian tidak perlu mengulang pembentukan prosedur yang sama. Persoalan yang 
masih relevan terdapat pada dasar pejabat menyetujui atau menolak permohonan otorisasi, khususnya 
ketika asal unit dan tujuan penggunaannya belum jelas. Alasan keputusan harus dapat diperiksa 
sehingga perbedaan perlakuan antarpemohon tidak sekadar bergantung pada penilaian pribadi pejabat. 

Pengawasan, kewenangan, dan batas penilaian normatif 
Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur pemantauan dan 

evaluasi penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon. Pembinaan diatur secara tersendiri dalam 
Pasal 93 dan Pasal 94. Kedua kelompok ketentuan itu mempunyai fungsi yang berkaitan, tetapi tidak 
sama. Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 juga telah mengatur pelaporan, pemantauan, dan 
evaluasi SRUK. Karena itu, pengawasan tidak lagi dapat disebut sebagai persoalan yang sama sekali 
belum mempunyai dasar hukum. Yang perlu dijelaskan adalah hubungan antara temuan dalam 
pemantauan dan kewenangan mengambil tindakan terhadap unit tertentu. Pengujian tersebut harus 
memperhatikan siapa yang berwenang, apa yang ditemukan, dan langkah apa yang dibolehkan 
peraturan. 

Pengawasan perdagangan karbon di dalam dan di luar bursa menimbulkan persoalan mengenai 
jangkauan kewenangan lembaga yang berbeda (Raodah dan Amalia, 2026). Namun, pemeriksaan atas 
transaksi di bursa tidak sama dengan pemeriksaan terhadap hasil mitigasi yang menjadi dasar penerbitan 
unit. POJK Nomor 10 Tahun 2026 memperbarui ketentuan perdagangan melalui bursa, termasuk 
pencatatan unit dalam SRUK dan pelaporan tertentu kepada kementerian terkait. Tugas OJK karena itu 
tidak boleh disamakan dengan tugas instansi lingkungan yang menetapkan ketentuan penerbitan dan 
status unit. Keduanya memang dapat berhubungan ketika unit yang diperdagangkan kemudian 
dipersoalkan. Tata kelola bursa memiliki persoalan kelembagaan tersendiri (Pratomo dkk., 2026), tetapi 
pembahasan di sini lebih khusus mengenai dasar tindakan pemerintah ketika mutu atau penggunaan 
unit karbon diragukan. 

Risiko penerbitan kredit karbon berlebih sudah terlihat pada sejumlah kegiatan kehutanan di luar 
Indonesia (Badgley dkk., 2022). Pemeriksaan setelah proyek berjalan juga mempunyai manfaat untuk 
menilai kembali apakah hasil yang sebelumnya diakui masih dapat dipertahankan (Delacote dkk., 
2025). Akan tetapi, kedua temuan tersebut tidak menjadi bukti bahwa lembaga Indonesia telah 
melakukan pelanggaran. Untuk menilai keputusan pejabat secara konkret, perlu diketahui aturan yang 
mengikat, informasi yang telah tersedia, dan tindakan yang benar-benar diambil. Penelitian hukum 
normatif hanya dapat menentukan dasar kewenangan serta persyaratan keputusan berdasarkan bahan 
hukum. Karena tidak mengumpulkan data pelaksanaan suatu proyek, penelitian ini tidak menilai 
keberhasilan pengawasan instansi tertentu. Yang dibahas adalah apakah aturan yang berlaku cukup jelas 
untuk memandu tindakan pemerintah. 

Pasal 100 Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mempertahankan peraturan pelaksanaan terdahulu 
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti. Pasal 102 memberi tenggat satu tahun untuk 
menetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Perpres tersebut. Sejumlah aturan telah terbit pada 
2026, termasuk aturan registri unit karbon, offset sektor kehutanan, dan perdagangan melalui bursa. 
Kehadiran aturan tersebut mengubah dasar pembahasan mengenai kekosongan hukum. Tidak tepat 
menyatakan seluruh ketentuan pelaksanaan belum tersedia. Kendatipun demikian, aturan yang baru 
terbit masih dapat dinilai berdasarkan kejelasan syarat tindakan administratif serta perlindungan 
terhadap pihak yang terkena keputusan. Pengujian perlu dilakukan terhadap ketentuan yang benar-benar 
berlaku pada saat penelitian disusun, bukan hanya terhadap peraturan presiden secara terpisah. 
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B. Rekonstruksi Standar Climate Due Diligence dalam Pembaruan Hukum Lingkungan 

Makna kehati-hatian negara dalam hukum perubahan iklim 
Climate due diligence berkaitan dengan kewajiban negara mengambil langkah yang patut dalam 

menghadapi risiko perubahan iklim. Pendapat nasihat Mahkamah Internasional tahun 2025 
menempatkan tindakan nyata negara sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban hukumnya, termasuk 
kewajiban yang bersumber dari perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional (Foster, 
2025). Ukuran kehati-hatian tidak dapat dilepaskan dari keadaan dan kemampuan negara ketika risiko 
tersebut harus ditangani (Wewerinke-Singh dan Viñuales, 2026). Prinsip itu tidak menjadikan 
pemerintah bertanggung jawab secara mutlak atas kegagalan pengurangan emisi setiap kegiatan swasta. 
Dalam perdagangan karbon, yang dinilai adalah keputusan yang memang menjadi kewenangan 
pemerintah. Informasi yang tersedia saat unit diterbitkan atau statusnya diubah menjadi dasar untuk 
menilai apakah pejabat telah bertindak secara patut. 

Prinsip due diligence menuntut tindakan yang sungguh-sungguh, bukan hanya pernyataan bahwa 
negara berkomitmen mengatasi perubahan iklim (Guillod dan Perrez, 2026). Kendatipun demikian, 
pendapat nasihat Mahkamah Internasional tidak menyebutkan tata cara pemeriksaan unit karbon yang 
harus digunakan setiap kementerian di Indonesia. Penarikan kewajiban dari hukum kebiasaan 
internasional juga tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan dasar dan batasnya (Mayer, 2026). 
Climate due diligence karena itu bukan peraturan baru yang dengan sendirinya memberikan 
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Prinsip tersebut digunakan untuk menilai kepatutan 
pelaksanaan kewenangan yang sudah tersedia, terutama ketika pemerintah mengetahui atau seharusnya 
mengetahui adanya risiko yang berhubungan dengan mutu atau status unit karbon. 

Kewajiban pemerintah tidak dapat dinilai seolah-olah seluruh informasi yang muncul kemudian 
sudah tersedia ketika unit pertama kali diterbitkan. Keputusan awal didasarkan pada dokumen dan 
verifikasi yang berlaku saat itu. Namun, bukti baru dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan 
pemeriksaan lanjutan. Hukum lingkungan internasional masih memberikan ruang bagi negara untuk 
memilih langkah kebijakan, sepanjang kewajiban kehati-hatian yang mengikat tetap dilaksanakan 
(Harrison, 2026). Ruang pilihan tersebut bukan alasan mengabaikan laporan yang layak diperiksa. 
Penilaian hukum perlu memperhatikan kapan informasi diterima dan seberapa kuat isinya. Jika 
pemerintah memilih tidak menindaklanjuti suatu laporan, alasan keputusan itu juga harus dapat 
dijelaskan menurut kewenangan serta prosedur yang berlaku. 

Kewajiban kehati-hatian negara juga berkembang dalam pendapat nasihat pengadilan internasional 
lain, termasuk International Tribunal for the Law of the Sea (Roeben dan Guo, 2026). Perbedaan dasar 
hukum dan kewenangan antarpengadilan membuat setiap pendapat tersebut harus dibaca menurut ruang 
lingkupnya (Coppens dan Lockhart, 2026). Oleh karena itu, standar climate due diligence tidak dapat 
langsung digunakan untuk menciptakan sanksi administratif di Indonesia. Penilaian tetap harus 
berangkat dari peraturan nasional yang mengatur tindakan pejabat. Jika kewenangan untuk memeriksa 
atau mengubah status unit sudah ada, prinsip kehati-hatian dapat membantu menjelaskan alasan 
penggunaannya. Tetapi jika suatu tindakan tidak memiliki dasar hukum, prinsip tersebut tidak cukup 
untuk membenarkan pembentukan kewenangan baru melalui keputusan pejabat. 

Kewajiban pengawasan atas mutu unit karbon 
Hasil verifikasi yang diterima pada saat penerbitan unit masih dapat dipersoalkan apabila muncul 

informasi berbeda. Perubahan data kegiatan atau cara menentukan dasar penghitungan dapat 
memengaruhi jumlah pengurangan emisi yang semula diakui. Pengalaman kredit karbon kehutanan 
memperlihatkan perlunya memperbaiki penilaian terhadap tambahan hasil mitigasi agar penerbitan unit 
tidak berlebihan (Swinfield dkk., 2026). Pasal 65 dan Pasal 84 Perpres Nomor 110 Tahun 2025 
memberikan dasar bagi pemeriksaan hasil mitigasi. Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 juga telah 
mengenal status unit yang dapat dihentikan sementara atau dibatalkan menurut persyaratan yang 
berlaku. Yang masih perlu dijelaskan adalah kapan informasi baru cukup kuat untuk memicu 
pemeriksaan dan bagaimana pihak yang terkena perubahan status diberi kesempatan menyampaikan 
penjelasan. 
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Pemeriksaan ulang dengan tingkat ketelitian yang sama untuk semua unit belum tentu diperlukan. 
Risiko proyek kehutanan bisa berbeda dari kegiatan industri karena metode penghitungan dan keadaan 
pembandingnya tidak selalu sama. Pengawasan yang memperhitungkan tingkat risiko lebih 
memungkinkan perhatian diarahkan pada kegiatan yang hasilnya paling perlu diperiksa (Cabiyo dan 
Field, 2025). Namun, pejabat tidak boleh menentukan prioritas hanya berdasarkan penilaian pribadi 
yang tidak dapat dijelaskan. Bila pemeriksaan tambahan dilakukan, alasan yang mendasarinya perlu 
berhubungan dengan data dan syarat hukum yang berlaku. Sebaliknya, ketika laporan dinilai belum 
cukup untuk ditindaklanjuti, pertimbangan tersebut juga sebaiknya dapat dicatat agar keputusan tidak 
terlihat berubah-ubah tanpa dasar. 

Kekurangan dokumen tidak selalu mempunyai akibat hukum yang sama dengan penghitungan hasil 
mitigasi yang salah. Berkas yang belum lengkap mungkin masih dapat diperbaiki, sedangkan kesalahan 
yang mengubah jumlah pengurangan emisi dapat memengaruhi unit yang sudah diterbitkan. Evaluasi 
setelah suatu proyek berjalan berguna untuk mengetahui apakah dasar pengakuan semula masih dapat 
dipertahankan (Delacote dkk., 2025). Akan tetapi, manfaat ilmiah dari evaluasi itu tidak dengan 
sendirinya memberi kewenangan membatalkan unit. Pasal 44 Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 
telah mengatur sanksi tertentu, termasuk pembatalan SPE GRK dan penutupan akun SRUK. 
Penerapannya tetap memerlukan penilaian atas jenis pelanggaran dan alasan tindakan yang dipilih. 
Akibat administratif tidak boleh ditentukan hanya karena hasil pemeriksaan baru berbeda dari laporan 
sebelumnya. 

Integritas pasar karbon tidak hanya bergantung pada jumlah emisi yang berkurang. Kegiatan 
perdagangan karbon juga dapat menimbulkan dampak lingkungan yang berbeda dari manfaat mitigasi 
yang diklaim (Tolonen, 2026). Kedudukan masyarakat adat dalam kegiatan karbon bahkan menjadi 
persoalan tersendiri ketika penggunaan wilayah dan manfaat ekonomi tidak memperhatikan 
kepentingan masyarakat yang bersangkutan (Redvers dkk., 2025). Perpres Nomor 110 Tahun 2025 telah 
memuat ketentuan mengenai dampak lingkungan dan konsultasi publik bagi kegiatan tertentu. Oleh 
sebab itu, perlindungan masyarakat tidak tepat disebut sama sekali belum diatur. Pemeriksaan justru 
perlu diarahkan pada pemenuhan persyaratan yang sudah ada menurut jenis kegiatan. Manfaat 
tambahan yang dijanjikan dalam pemasaran kredit juga harus dibedakan dari kewajiban hukum yang 
memang dapat dituntut. 

Standar tindakan pemerintah yang dapat dinilai secara hukum 
Tingkat pemeriksaan perlu ditentukan berdasarkan persoalan yang ditemukan. Pasal 65 Perpres 

Nomor 110 Tahun 2025 mengatur tahapan validasi, sedangkan Pasal 84 mengatur pengendalian mutu 
melalui verifikasi. Pemerintah tidak harus mengulangi semua pekerjaan teknis lembaga independen. 
Namun, menyerahkan seluruh penilaian mutu kepada auditor juga dapat menyisakan masalah apabila 
data yang digunakan keliru atau laporan baru tidak ditindaklanjuti (Giles dan Coglianese, 2025). Ketika 
informasi menunjukkan kemungkinan kesalahan yang memengaruhi jumlah atau status unit, pengawas 
perlu memberikan alasan mengapa pemeriksaan tambahan dianggap perlu. Keputusan untuk tidak 
menindaklanjuti laporan juga harus dapat dijelaskan. Dari alasan yang tercatat, dapat dinilai apakah 
pejabat telah menggunakan kewenangan sesuai tujuan pengawasan dan keadaan yang dihadapinya. 

Kewajiban menjaga keterlacakan unit telah diatur cukup rinci. Pasal 31 dan Pasal 34 Permen 
LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 mengatur pencatatan transaksi serta perubahan status unit, sedangkan 
Pasal 39 mengatur keterhubungan SRUK dengan sistem lain dan bursa karbon. Ketentuan itu 
memperkuat dasar hukum yang sebelumnya tercantum dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2025. Karena 
itu, usulan pembaruan tidak perlu lagi meminta pembentukan sistem pencatatan baru. Yang lebih 
relevan adalah bagaimana riwayat perubahan status digunakan sebagai bukti ketika muncul keberatan 
terhadap transaksi atau penerbitan unit. Informasi usaha yang memang dilindungi tidak harus 
diumumkan seluruhnya. Walaupun demikian, instansi berwenang tetap memerlukan catatan yang 
memadai agar dasar suatu keputusan dapat diperiksa. 

Pemeriksaan lanjutan harus didasarkan pada keadaan yang dapat dijelaskan, bukan sekadar 
kecurigaan. Perbedaan antara hasil verifikasi dan laporan pemantauan dapat menjadi alasan untuk 
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meminta penjelasan. Informasi mengenai penggunaan unit yang tidak sesuai statusnya juga memerlukan 
perhatian. Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 mengenal perubahan status unit, termasuk 
penghentian sementara dan pembatalan, serta mengatur sanksi bagi pelanggaran tertentu. Namun, 
keberadaan pilihan tindakan tersebut tidak membenarkan penerapannya tanpa pemeriksaan yang 
memadai. Apabila keputusan akan memengaruhi hak pemegang unit atau penanggung jawab kegiatan, 
prosedur yang adil dan dasar kewenangannya perlu diperhatikan. 

Pasal 44 Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 sudah mengatur pembatalan SPE GRK, 
penutupan permanen akun SRUK, serta pemulihan emisi atau pembelian unit pengganti dalam keadaan 
yang diatur. Ketentuan tersebut harus masuk dalam penilaian karena berkaitan langsung dengan akibat 
administratif atas pelanggaran. Persoalan yang dapat dikembangkan bukan lagi permintaan agar 
pemerintah diberikan sanksi baru, melainkan kejelasan penerapan sanksi yang sudah tersedia. 
Pembatalan unit mempunyai akibat berbeda dari pembetulan data registri, sementara penutupan akun 
dapat memengaruhi kegiatan yang masih berjalan. Alasan keputusan dan hubungan antara pelanggaran 
dengan tindakan yang dipilih perlu dapat diperiksa. Dengan cara tersebut, pengawasan dapat menjaga 
integritas karbon tanpa mengabaikan kepastian hukum. 

Tabel 1 Pengujian kewajiban negara berdasarkan aturan perdagangan karbon yang berlaku 

Hal yang dinilai Dasar pengaturan Ukuran tindakan yang diusulkan 
Mutu unit dan 
risiko 

Pasal 65 dan Pasal 83–86 Perpres 110 
Tahun 2025, Permenhut 6 Tahun 2026 

Dasar pemilihan pemeriksaan dan 
tindak lanjut atas temuan baru 

Pencatatan dan 
status unit 

Pasal 31, 34–39 Permen LH/BPLH 10 
Tahun 2026 

Riwayat status dan alasan koreksi 
atau penghentian penggunaan unit 

Transaksi 
internasional 

Pasal 68 Perpres 110 Tahun 2025, Pasal 
28–30 Permen LH/BPLH 10 Tahun 2026 

Kesesuaian otorisasi dan 
penyesuaian penghitungan dengan 
tujuan penggunaan 

Tindakan 
administratif 

Pasal 44 Permen LH/BPLH 10 Tahun 
2026, Pasal 90–92 Perpres 110 Tahun 
2025 

Alasan penerapan sanksi dan 
perlindungan hak pihak terdampak 

Sumber: Analisis terhadap Perpres 110 Tahun 2025 dan peraturan pelaksana tahun 2026 

Batas rekonstruksi dan kebutuhan aturan pelaksanaan 
Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026, Permenhut Nomor 6 Tahun 2026, dan POJK Nomor 10 

Tahun 2026 memperlihatkan bahwa aturan pelaksanaan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 telah 
berkembang. Ketiganya mengatur urusan yang berbeda. Ada ketentuan tentang registrasi unit, prosedur 
offset sektor kehutanan, dan perdagangan melalui bursa karbon. Perubahan kebijakan nasional memang 
berlangsung melalui penyesuaian pengaturan tersebut (Abidin dan Jaya, 2026), sementara hubungan 
pasar karbon Indonesia dengan mekanisme internasional memerlukan keselarasan yang terus 
diperhatikan (Yoel dkk., 2025). Karena itu, pembaruan tidak cukup berupa permintaan menerbitkan 
peraturan baru. Penilaiannya perlu diarahkan pada hubungan antarprosedur dan dasar keputusan pejabat 
ketika menangani masalah konkret. Perubahan yang diusulkan harus didukung oleh ketentuan yang 
benar-benar belum jelas setelah seluruh peraturan terkait dibaca bersama. 

Perdagangan karbon internasional tidak selalu menimbulkan persyaratan otorisasi dan penyesuaian 
penghitungan yang sama. Pasal 68 Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dan Permen LH/BPLH Nomor 10 
Tahun 2026 membedakan penggunaan unit menurut tujuannya. Ketepatan penghitungan merupakan 
syarat penting bagi integritas perdagangan internasional (Schneider dan La Hoz Theuer, 2019). Dalam 
pasar sukarela, klaim penggunaan kredit juga harus dibaca dengan memperhatikan hubungan antara 
unit dan target pengurangan emisi negara (Kreibich dan Hermwille, 2021). Pada transaksi yang 
membutuhkan otorisasi, keputusan pejabat seharusnya memiliki catatan mengenai dasar persetujuan 
dan tujuan penggunaan unit. Jika permohonan ditolak, alasan penolakannya pun perlu jelas. 
Pengawasan yang lebih ketat tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menambah syarat di luar 
ketentuan yang berlaku. 
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Kegagalan proyek mencapai perkiraan pengurangan emisi tidak langsung membuktikan bahwa 
negara melanggar kewajibannya. Standar due diligence tetap memperhatikan keadaan dan kemampuan 
negara ketika suatu tindakan seharusnya diambil (Wewerinke-Singh dan Viñuales, 2026). Kewajiban 
iklim juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, tetapi hubungan tersebut harus dinilai 
menurut kewajiban hukum yang benar-benar berlaku (Luhandjula, 2026). Untuk menyatakan pejabat 
melanggar kewajibannya, tidak cukup hanya menunjukkan bahwa hasil proyek tidak sesuai perkiraan. 
Harus diketahui aturan yang mengikat, keadaan faktual, serta langkah yang diambil atau diabaikan 
pejabat. Penelitian ini tidak meneliti tindakan instansi dalam proyek tertentu. Karena itu, kesimpulannya 
dibatasi pada pengaturan dan ukuran hukum untuk menilai keputusan, bukan pada adanya pelanggaran 
konkret. 

Kejelasan alasan pemeriksaan merupakan kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan 
pembentukan kembali mekanisme pencatatan atau sanksi. Peraturan tahun 2026 telah mengatur 
perubahan status unit dan tindakan administratif tertentu. Ketika informasi baru muncul, pejabat masih 
perlu menentukan apakah pemeriksaan tambahan diperlukan berdasarkan jenis risiko dan dasar 
kewenangannya. Pelaksanaan kebijakan karbon juga dipengaruhi kemampuan lembaga yang 
menjalankan aturan (Prananda dkk., 2025). Persoalan penyelarasan kebijakan dan kesiapan 
pelaksanaannya telah dibahas dalam kajian mengenai harga karbon Indonesia (Sunanda dkk., 2025). 
Penelitian hukum normatif ini tidak mengukur kesiapan lembaga tersebut. Usulan pembaruan dibatasi 
pada kewajiban memberi alasan keputusan, hubungan antara temuan dan perubahan status unit, serta 
perlindungan terhadap pihak yang terkena tindakan. Rincian lebih lanjut harus memperhatikan aturan 
sektoral yang sudah berlaku. 

KESIMPULAN 
Perpres Nomor 110 Tahun 2025 telah mengatur penerbitan unit karbon, validasi, verifikasi, 

registrasi, dan pemantauan. Pengaturan tersebut dilengkapi oleh Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 
2026, Permenhut Nomor 6 Tahun 2026, serta POJK Nomor 10 Tahun 2026 yang masing-masing 
mengatur bidang tertentu. Aturan tentang perubahan status unit, pencegahan penghitungan ganda, dan 
sanksi administratif juga telah tersedia. Dengan demikian, persoalan hukum tidak dapat lagi dinyatakan 
sebagai ketiadaan mekanisme pengawasan. Persoalan yang masih perlu diperjelas terletak pada alasan 
pemeriksaan lanjutan ketika informasi baru muncul serta dasar penentuan tindakan yang memengaruhi 
status atau penggunaan unit karbon. Penelitian ini tidak menyimpulkan adanya pelanggaran oleh 
instansi pemerintah dalam kasus tertentu. 

Prinsip climate due diligence dapat digunakan untuk menilai apakah pemerintah telah mengambil 
langkah pengawasan yang patut sesuai risiko yang diketahui dan kewenangan yang diberikan hukum. 
Penilaian tersebut harus memperhatikan peraturan yang berlaku, informasi yang tersedia saat keputusan 
dibuat, dan alasan pejabat memilih suatu tindakan. Pembaruan hukum yang diusulkan diarahkan pada 
kejelasan prosedur pemeriksaan, pencatatan alasan keputusan, serta penerapan tindakan administratif 
yang sesuai dengan sifat pelanggaran dan hak pihak terkait. Prinsip kehati-hatian tidak memberikan 
kewenangan baru di luar peraturan nasional dan tidak menjadikan negara penjamin keberhasilan setiap 
proyek karbon. Ukuran utamanya adalah kepatutan penggunaan kewenangan dalam menjaga integritas 
unit yang diakui pemerintah. 
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